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TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 - 2023

Menimbang

L

bahwa untuk memenuhi Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-

2023;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah
khususnya Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu disusun Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai pedoman
kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c,

perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bangkalan tentang Rencana Strategis {(Renstra) Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4578);



Memperhatikan :

kesatu

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 97 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018 - 2023;



Kedua

Ketiga

Keempat

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangkalan dimaksud Diktum pertama sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini.

Rencana Strategis (Renstra) dimaksud Diktum kedua agar digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
dan jajarannya dalam penyelenggaraan program pembangunan
dibidang penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum dan
Penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati dan
Perlindungan Masyarakat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 26 April 2019

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABU KALAN
ISMET EFFENDIZ Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198808 1 001




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat
rakhmat dan karunia-Nya yang telah menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Penyusunan
Renstra ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi setiap organisasi
perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk perbaikan dan
penyesuaian dari Rancangan Rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.
Dalam proses pelaksanaan kinerja selama periode Renstra sebelumnya terdapat
beberapa hal yang memberi pengaruh penting pada kinerja dan rencana strategis
Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan Khususnya pada Satuan Polisi
Pamong Praja, oleh karena itu diperlukan adanya perubahan dan inovasi
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta perkembangan kebutuhan
pelayanan public seiring dengan berkembangnya dinamika social yang ada sehingga
dalam perencanaan strategis dipandang mampu mendukung terhadap keberhasilan

pembangunan daerah.



Semoga dokumen Renstra ini dapat memberi informasi dan motivasi yang
memadai bagi pembaca khususnya bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam
mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan
menuju good governance serta pencapaian pelayanan publik yang sesuai harapan

Masyarakat luas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, April 2018 -

Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

ISMET%Q S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198808 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-
2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan
ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bangkalan,
dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-
2023.

Penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti
membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda Kkerja tim dan
menyiapkan data dan informasi.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023. Penentuan rumusan tujuan dan sasaran dalam
renstra ini telah memperhatikan sasaran dan indikator serta target Kinerja
dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Dokumen renstra ini
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA).

Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



1.3.

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

Maksud dan Tujuan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di

lingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun

program dan kegiatan guna meningkatkan ketentraman dan Ketertiban
masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Bangkalan

Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke
dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam
rumusan tujan, sasaran, arahan kebijakan dan program pembangunan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan
perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang

bersifat indikatif, sebagai bahan untuk digunakan pada penyusunan RKA



1.4.

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan

daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengendalian sampai dengan evaluasi.

Sistematika Penulisan
PENDAHULUAN

BABI

BABII :

BABIII :

BABI1V :

BABV :
BAB VI :
BAB VII:

BAB VIII:

1.1.
1.2.
1.3.
14.

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.
(b
2.3.
2.4.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu-isu Strategi

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

25l

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas
menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan
peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat. Kemudian mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja mengampu sub urusan kebakaran yang semula
berada pada Dinas PU Cipta Karya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan
berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kkepala
daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;



2.1.2.

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan Kketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangkalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah diganti dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun susunan organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pasca perubahan adalah

sebagai berikut :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1)} Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan

3) Seksi Dokumentasi dan Penelaahan Peraturan Daerah



d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
1} Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2) Seksi Kerjasama.
3) Seksi Pendataan dan Penyuluhan Trantibum
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
2) Seksi Teknis Fungsional.
3) Seksi Pengawasan Internal
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran.
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
3) Seksi Pemeliharaan dan Pemadam Kebakaran
g. UPT.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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2.2. Sumber Daya OPD
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah
1. | Strata 2 (S-2) 6
2. | Strata1 (S-1) 75
3. | Sarjana Muda / D3 1
4. | SLTA /SMK /KPAA 259
5. | SLTP 8
6. | SD 2
Jumlah 351

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. | Nama Pelatihan Perjenjangan Jumlah
1. | ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV ?
2. | SPAMA/ DIKLATPIM III ?
3. | SPAMEN ?
Jumlah

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah
1. |1 2
2. |1 27
3. (I 44
4. | IV 3
Jumlah 76




4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
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No. Jabatan Jumlah
1. | Eselon I 3
2. | Eselon Il 4
3. | EselonlV 15
4. | Fungsional -
5. | Staf 57
Jumlah 76

S. DUKUNGAN PERSONIL (PNS) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

PER 31 DESEMBER 2018

JUMLAH PERSONIL ( PNS/CPNS/THL )

Jabatan Jabatan
Struktural | Struktural Non Jabatan
yang Harus | yang Ada | Struktural | Fungsional CPNS | THL Jumlah
Ada
1 2 3 4 5 6 7= (1+2+3+4+5+6)
21 19 57 - - 275 351
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Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 | Kendaraan Roda 6 (TRUCK) 3
2 | Kendaraan Roda 4 5
3 | Kendaraan Roda 3 2
4 | Kendaraan Roda 2 6
5 | Handy Talky 10
6 | Komputer 10
Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

berada pada urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan wajib diatas dilaksanakan bersama

lembaga teknis daerah lain yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan wajibnya

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan

dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengendalian Keamanan Lingkungan

b. PAM Pemilu

dan Kenyamanan

Lingkungan,

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
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b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
c. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja
dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan
Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD ditujukan
untuk mengidentifikasi kinerja PD dalam melaksanakan program dan
kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan.
Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra PD, mengacu pada
hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD
yang bersangkutan.
Dalam perjalanannya Renstra Satpol PP Kabupaten Bangkalan 2013 -
2018 telah mengalami perubahan (review) yaitu di tahun 2017. Perubahan
tersebut didasari terbitnya Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Rencana strategis Satpol PP
Kabupaten Bangkalan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan terbitnya
Perbub tersebut diatas.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bangkalan menerapkan
standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis
dan juga berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum
penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bangkalan
ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja, dimana telah ditentukan
indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja
kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian
kinerjanya. Pada periode renstra tahun 2013-2018, pengukuran kinerja Satpol
PP Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

sebagaimana tersebut di bawabh ini
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Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian pada indikator cakupan
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dari tahun ke tahun
mengalami naik turun, hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya
minimnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong praja
Kabupaten Bangkalan ditengah tuntutan tugas yang semakin berkembang,
termasuk juga alokasi anggaran yang kurang memadai ditengah
perkembangan kegidupan sosial pada masyarakat yang secara otomatis
berpengaruh pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap
ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat. pada
indicator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat belum
mencapai target yang ditetapkan. Satpol PP sudah berupaya semaksimal
mungkin dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Linmas, namun beberapa
kendala di lapangan seringkali ditemui. Masyarakat kurang antusias dalam
melibatkan diri mendukung program perlindungan kepada masyarakat.
Kurang optimalnya legalitas terhadap Petugas Linmas menjadi dugaan utama
penyebab dari kurangnya dukungan masyarakat pada program yang berkaitan
dengan perlindungan masyarakat

Dari sisi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 bahwa anggaran Satuan
Polisi Pamong Praja kabupaten Bangkalan masih dirasa belum mendukung
dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang salah satu penyebnya
dikarenakan pada akhir periode renstra yaitu mulai tahun 2017 Satpol PP
mengemban tugas Pemadam Kebakaran sesuai amanat undang-undang.
Kegiatan operasional pemadam kebakaran sangat membutuhkan dukungan
yang maksimal baik dari sisi anggaran dan juga dari sisi kemampuan sumber
daya aparatur sebagai upaya pemenuhan standard pelayanan minimal kepada

masyarakat.



ZLL'GEL'SZE | 0ST'LZS'60Z | 2T 113 ot 6 ot 6E9'Z6Y'FBY'D | EIC'VPB'ETE'Y | 0BE'ZIO'ULY'Y | SOE'LOE'ZES'Y | 6LL'E6L'SSE'S | DDL'96L'LBS'9 | OLE'PALZB6'Y | 0SE'OET'TISH'E | STHOLI'OTL'S | 046'09T'0$S'S
unem{vfa) wEp 10d/INL weBuep ufig fiomvd
(zeoeep'zot) [(099'019'€0T) | 660 | 66'0 | 66'0 | 00T | 660 | OPE'EES'BLT 001'286'41¢ 0009#5'56 050'SH¥'L0T 00S'EZ1'T69 00L'TE0'TI8Y 00T'SPT'BTT 001'902'96 SLE'2$0'002 000'980'669 18i(od deaedy vendwewey ueBuequisBu viisuloy  §
unmeyuiny weyeeaueg yjue], weiep
(096'902'9) (0zL'2€2'9) 860 | 00'T | 00'T | €60 | 660 | OO¥'9LY'6E 00¥'909'0F 002'SEE'0Y 055'8152€ 002'TLT'TL 00$'909'0% 004'909°0% 002'se¥'0¥ 0S5°E66'PE 000'964'T2 ety ey ueliuep ewvsefioy wiBuiued €
efesg Suowey 15)[04
(oaL'sve've)  |(00L'111'92) 00T | 00’ | 00'T | Z6'0 | 96°0 | 006'6¥¥'9P 006'6TE9F 00S'8ZE9% 00¥'6¥T'PE 008'849'L9T 006’6V 9 006'6¥H'9% 002'EEP'OP 006'T12'2E 00#'800°441 ey [BAg uBp UB|[epusBUaY eflued T
TYNIWIYN XVANLL NVHYOZONSd
NVA SVWTLLNVULN VN NVVUVHITENGd WVHD08d
00021168 000'000'2¥ £6'0 | - = * -3 000'S85°S6T a ¥ = E 000°000'012 * - n - NTWAdWYd 6
(osg'0v2'08)  |(002'€99'19) 66'0 | G8'0 | 00'T | BA'0 | B6'0 | 005208298 009'24¥'94 006'ELE'LS 009'HEZ'9LT 051'58¥'90¢ 009'29L'SS 009'26€'LS 00’8684 001'800'6L1 009'8L9'E1E ueBuosy uep ewrr) pjey BuuBupag ueqpisued 7
(099'692'01)  |(099'Tv6'0T) 66'0 | 00T | 66'0 | S60 | 66'0 | 00L'BLL'ES 00E'0EE'PS 00T'E¥2'ZL 05509948 000'£294b1 004°€00'S6 001'969'%6 00914924 054'9¢8'16 000'2TL'6¥T uefunyBu) uvusweay uejepuedusg |
NVINNHINTT NVNVIHVANIH
NVA NVNVINVEN NVLVNONINGd WVHDO0Nd
698'985'64E 0SZ'0LB'EEE 66'0 | 660 | 660 | 960 | 960 | 668°0Z€E'18Z'S 88660 LET'Y 081'880°£00'% SSLZ'E0T'9E6'E ¥S+'9BE'EES'E 006'902'8SE'S 0LL'THB'66T'Y 0SP P2 TRO'Y 0SL'TEL'S60'Y 059'SS8'8B9'E adys [euojserad Buefunusg T
VIYTH LIND NVILLVS
VIMININ ISVSTTVIILAO NVA NVLVNONINGD Wvdlodd
(000'25%) (000°008) 00T | 260 | S6'0 | 820 | 960 | 009'664C 0004622 000'E9E'Z 0SE9P6'T 009'v0LY 0000052 0000052 000°005Z 000°00S'2 000'000°'S unyeL Jppy 3 uetode) fued 7
A4S eloup [sesifeay
(sta°005'T) (000'008°T) 86'0 | 680 | £6°0 | 66°0 | 00°T | 00S'BFH'C 000'912°C 006°EEE'T 1[4 2:144 §L8'296'6 00000S‘2 000°005Z 000'0082 0000052 000°000°0T Jespup{| uep eftoury uerede) uesode] ueunsndusd T
NVINVAIN NVG VITINDI NVIVdVI NVHOJVTEd
WALSIS NVONVEWTONId NVLVNINING WVHI0Ud
= = = = 660 | - - - 3 000°ShL'6Y = * = = 000°'000°0S - - muayIe} HeY - Hey snsnyy uejeyed ueepeBusd €
0B9'S6£°2T 089'890°ET 860 | - < 3 3 00F'8L6'ED a B - E 00%'E+E'S9 < = - - ueduede] ef1ay uejmjed ueepeBusy  Z
(089'L0T'ET) (08E'TT6'2T) 66'0 | 660 | - 660 | 00T | 00S°2LT'B¥Z 000°060'8%2 ] 0S0°68€'THE 006'STL'ETE 000'0S8'6vZ 000'000'0SZ = 009'60Z'SYE 006'905'VIE eAuuedeyfue(104 eIaseq seuq uejeyed ueepedusd T
HALVHVAY NITdISIA NVLVHDNINGd WYdD0dd
= = 7 660 | - = = - 05069148 . - * e 008'S8'¥B = - - JAojuey unpay sueleseld ;g eueres ueepedusd
= =] - 660 | 00°T | 660 | - = SLB'T6Z'LY 002'959'T¥ 009°TLEZTT . . 006'9L8'LY 000'szZ8'TY 009'TL0'ETT B 10)uey Bunpan ueje|erag ueepelusd
(s20'sgL'LT) (s98'v08°LT) 860 | - = = 66'0 | SLY'ESZ'TZ - - 2 009'826'60T SL0'S69'12Z - = & 00¥'6TLOTT aoyuey vedeyBuapiag uep uejeuaad ueepelusd £
0£0'98T'2¥ 0S9'2ILTY 660 | - S > = 0ST'0£6'0TZ - = b = 0SZ'€9S'€1T : C = s |seyunutoy uep afpmg Iely - 1eTy ueepelued 7
$59'568'8 §6.'950'6 860 | 660 | - = = SLTBLY'YY 055'209°'LE * - = SLL'EBT'SY 008'6Z6'LE = = = Imajaqap weepeiuad T
YLYHVIV
VNVIVSVHd NVA YNVEVS NVLVNONINId WVHI0dd
ISVSITVIH NVAVIINV 5 14 £ (4 T 5 (2 [3 Z 1 g ¥ £ [4 I
- NOHVL NVUVIINV (dy) (dy) NVIVHN
NYHOTWALHA VIVE - VIVY | nyq systivam VEVINY OISV -5 NNHVLL VGVd NVEVIONY ISVSITVIY ~IDI NAHV.L VAV NVHVIINY
NVIVIINVE NALVLOaVH

Vivitd INOMVJ ISI10d NVILYS HOLNYH NVNVAVIAd NVYNVANA ISVSTTVIY NVA NVIVIINY

ZZPqeL




16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkayt Daerah

adalah sebagai berikut :

a.

Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat,
dan ketertiban umum terus berkembang

Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya

Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengakibatkan multi

efek ke dalam kehidupan sosial di masyarakat.

bentuk koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal
Keberagaman kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis /
suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Bangkalan
menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang
bernuansa Politik dan lain sebagainya;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

a.

Semangat kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Budaya luhur dalam masyarakat Kabupaten Bangkalan yang masih
terpelihara dengan baik

Adanya hubungan yang cukup baik dengan mitra kerja dan instansi
lainnya dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara preemtif dan
preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan
kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan

Upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber
daya aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
terutama yang berkaitan dengan jumlah peningkatan jumlah kendaraan

operasional dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih



17

memudahkan dalam berinteraksi dengan masyarakat guna mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat.
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BAB III
[SU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Keamanan dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang didalamnya
pasti terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini menjadi sangat
penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua
kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan
berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan
ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari
permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat. Penyelesaian permasalahan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut diperlukan
kerjasama terpadu dari semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke

tahun dalam upaya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat secara ideal, namun permasalahan tetap ada dan
apabila tidak ditindaklanjuti, permasalahan akan berkembang dan semakin
sulit diselesaikan.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada, antara lain:

a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Bangkalan.
Berdasarkan data pelanggaran perda di Kabupaten Bangkalan pada tahun
2016, angka pelanggaran perda mencapai 103 pelanggaran yang didapat
dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi
peningkatan pelanggaran sejumlah 309 pelanggaran. Peningkatan jumlah
pelanggaran yang sangat signifikan tersebut tidak serta merta sekaligus
menjadi tolak ukur peurunan ketentraman dan kertertiban yang

signifikan, artinya hanya sebatas angka yang tersaji akibat kurangnya
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koordinasi di pengelolaan data yang disahkan. Jadi kondisi riil di

masyarakat tdk terjadi peningkatan yang signifikan.

b. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan masih
dilakukan secara parsial dan belum didukung dengan sistem berbasis
online yang memadai.

c. Penurunan kualitas siskamling di masyarakat di seluruh Kabupaten
Bangkalan

d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam
implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif
masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

e. Begitu kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai
moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya
negatif yang memicu terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

umum.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan
perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang
telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah
terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada
pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun
kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi,
tujuan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai melalui program
pembangunan selama lima tahun kedepan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018-2023 adalah
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS
DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi tersebut diatas adalah dengan semangat
karakter orang madura khususnya di Kabupaten Bangkalan yang kental
dengan budaya religius, dengan perbaikan system dan manajemen di segala
bidang akan mampu meningkatkan berbagai potensi lokal yang ada sehingga

Kabupaten Bangkalan menjadi Daerah unggulan di masa depan.
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Upaya untuk mewujudkan visi terwujudnya masyarakat kabupaten
bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal dirumuskan melalui 5

(lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas;

2. Menyelenggarakan birokrasi yang Profesional dan berintegritas tinggi;

3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola
pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk
meningkatkan daya saing daerah;

4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan
wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan mengemban misi 4

RPJMD sesuai Tupoksi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, di mana urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke

dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan  keterttban umum dan  ketenteraman, serta

menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP

Kabupaten Bangkalan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat

undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan

daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan

teratur.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas apabila dikaitkan
dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan,
Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Perangkat daerah pendukung dalam
pencapaian misi ke 4 (empat) pembangunan Kabupaten Bangkalan, yaitu
“Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat” dengan tujuan

“Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang
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kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas”. Adapun
sasaran yang ditentukan adalah “Meningkatnya Trantibum, penegakan hukum

dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya
berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan
termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019,
terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari
Satuan Polisi Pamong Praja dalam meswujudkan visi, misi, dan tujuan yakni
pada sasaran meningkatnya kmalitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan
layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam
pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat dengan indikatornya yakni Persentase
Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya
merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri- tetapi juga merupakan
tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam
menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci
keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di
atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong
Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan

daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya,
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penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan

perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Kabupaten
Bangkalan menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut;

1. meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan Kketenteraman
masyarakat.

2. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat.

3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Apabila ditelaah lebih lanjut, sasaran renstra tetap memperlihatkan
konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar
di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
dengan fokus pada persoalan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian
gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, hal ini sejalan dengan
fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada
Tugas dan Fungsi Satpol PP yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP
dalam melaksanakan tugas ‘dan fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat
dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai
visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP

diantaranya :

1. Kurang optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka
penegakan perda karena tidak didukung oleh integrasi Sistem Informasi
Manajemen Penegakan Perda.

2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal,
terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang
bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun
pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh
terhadap kinerja pelayanan PD;

3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam
bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena kurang didukung
legalitas Hukum berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati
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4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan yang

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan;

5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala

Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Bangkalan terus berupaya

melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan

Program dan kegiatan dalam upaya mendukung pembangunan daerah. Faktor

pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP

diantaranya :

a.

Intensifikasi rapat koordinasi pengambilan kebijakan dalam rangka
pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas

Tingginya animo masyarakat dan semangat aparatur dalam
melaksanakan tugas.

Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
meningkat dari tahun ke tahun meskipun jumlah pelanggaran relatif
masih tinggi.

Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam
rangka penegakan perda

Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas yang ada meskipun dinilai
masih kurang memenuhi standard kelayakan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
transportasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih
memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna
mewujudkan pelayanan prima penegakan perda kepada masyarakat yang
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja
untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai di lingkup pemerintahan
Kabupaten Bangkalan.
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Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bangkalan mempunyai perkembangan wilayah yang cukup
pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan adanya
akses jembatan suramadu yang berdampak pada tingginya pendatang dari
luar wilayah Kabupaten Bangkalan. Seiring dengan perkembangan tersebut,
Satpol PP Bangkalan telah berupaya semaksimal mungkin melakukan
tindakan penertiban terhadap bentuk-bentuk yang melanggar dan tidak sesuai
dengan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Bangkalan seperti Bangunan
yang mengganggu ruas jalan umum, spanduk dan atau baliho yang dipasang
sembarangan serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang teridentifikasi oleh

Satpol PP Bangkalan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
(KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan
Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan
ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih
memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan  pembangunan
berkelanjutan.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD
Kabupaten Bangkalan juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek
lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partispasi para stakeholders
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meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
Bangkalan, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil
KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para
Pemangku kepentingan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan
hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan
KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan
diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya
jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampabh,
dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas
meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa
ekosistem merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP
diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air
bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Bangkalan
berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya
takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga
kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis
penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA)
yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya:
menurunnya Kkualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam
(SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa
mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah.
Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi
penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber
daya alam tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap
perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi

manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bangkalan
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apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan
terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati
merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman
hayati di Kabupaten Bangkalan ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut
diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di
Kabupaten Bangkalan dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi
keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dapat menghasilan program
kegiatan yang lebih optimal untuk pembangunan daerah dengan kapasitas
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan
atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat
kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak
diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan
dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah
ketenteraman, Kketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam
kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian
kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-
isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol
PP Kabupaten Bangkalan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :
1. Kesadaran Hukum masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan masih

banyaknya pelanggaran hukum dan Peraturan Daerah.
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. Meningkatnya gangguan Trantibum akibat meningkatnya dinamika sosial
sebagai dampak semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan
teknologi.

. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola tertib lingkungan seperti
penyalahgunaan fungsi sungai, fungsi hutan mangrove, serta berbagai
penambangan liar yang dapat berpotensi pada bencana alam.

. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fungsi Perlindungan
Masyarakat (LINMAS) sebagai upaya pencegahan dini terhadap berbagai
gangguan Keamanan dan Trantibum.

. Maraknya pelanggaran ijin usaha yang berdampak pada penurunan tingkat
pencapaian PAD. Faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya
sinergitas antar instansi terkait utamanya dalam proses sinkronisasi data
dan informasi dilapangan serta pola tindak terhadap pelanggar berbagai

produk perijinan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bangkalan

Tujuan dari perencanaan strategis Bangkalan sesuai dengan visi misi
Bupati Bangkalan yakni MENINGKATKAN TRANTIBUM, PENEGAKAN HUKUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. rencana strategis (renstra} 2018-2023,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menetapkan sasaran sebagai
berikut; 1. MENINGKATNYA TRANTIBUM, PENEGAKAN PERDA DAN
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH / KEPUTUSAN
BUPATI. 2. MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT. 3.
TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diartikan dalam
cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan peraturan
daerah baik secara yustisi maupun non yustisi upaya peningkatan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalagm hal ini pemenuhan rasa aman
dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal,
termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh
peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan petugas linmas serta peran
masyarakat dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah.

Adapun indikator tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Bangkalan
adalah  PERSENTASE  PELANGGARAN  TRANTIBUM/PERDA  YANG
TERSELESAIKAN. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator
program-program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu fungsi dan
ketugasan Satpol PP yaitu Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan, Program Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Program Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya
Aparatur Satpol PP, Program Perlindungan Masyarakat danProgram Pelayanan
Kesekretariatan.

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah
ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah
dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit

berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta
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keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan
dengan baik melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja
merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan
dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kabupaten
Bangkalan dalam rangka mewujudkan misi Bupati Bangkalan diantaranya melalui :

1. Mengoptimalkan Penanganan Pelanggaran Peraturan

2. Meningkatkan Kepatuhan & Disiplin Masyarakat,Aparatur dan lembaga yg
berbadan hukum terhadap Peraturan

3. Meningkatkan Profesionalisme SDM, Lembaga, & Sarpras Satpol PP, Anggaran

4. Meningkatkan Sist Pembinaan Karier Bagi Satpol PP, serta

5. Menyeimbangkan Pemberitaan Media

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Arah kebijakan yang
ditentukan dalam hal ini tentunya mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam Pemerintahan Daerah
khususnya bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.

Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat
menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bangkalan sebagai pengampu tugas dan
fungsi di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat,
untuk melaksanakan program dan kegiatan secara fokus, terarah, terukur, akuntabel,
dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan sehingga SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN DAPAT SECARA KONSISTEN MENJAGA
CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan disajikan dalam Tabel 5.1
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten

Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1.

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan, dengan kegiatan :

a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

c. Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan kegiatan:

a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Masyarakat

b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tekhnik Pencegahan

Kejahatan

c. Pendataan dan Penyuluhan Trantibum

d. Pembinaan, Pencegahan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Peﬂindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

b. Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
c. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Satpol PP, dengan
kegiatan:

a. Pelatihan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan

TNI/Polri dan Kejaksaan

b. Fasilitasi Peningkatan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

c. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

b. Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

c. Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
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Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Pegawai
Peningkatan Kapasitas Aparatur

=@ ™ 0

Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan
k. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

LT
.

Pernyataan Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Satuan Polisi
Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 6.1
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana
pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP
berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Bangkalan. Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP Kabupaten Bangkalan secara garis besar berisi
program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran
yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Harapan dari tersusunnya Renstra ini adalah agar dapat
memberikan informasi secara terbuka bagi masyarakat sekaligus agar Satuan Polisi Pamong Praja
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung

pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat



